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PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.SS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Soasio  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat,  tempat  dan  tanggal  lahir  Patani,  03  Juli  1998,  agama

Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, pendidikan

SLTA,  tempat  kediaman  di  Kota  Tidore

Kepulauan, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat  dan  tanggal  lahir  Tidore,  10  Maret  1995,  agama

Islam,  pekerjaan  Kuli  Bangunan,  pendidikan

SLTA, tempat kediaman di, Kecamatan Tidore,

Kota Tidore Kepulauan, sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02

Juli  2021  yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Soasio pada

tanggal  12 Juli  2021 dengan register perkara Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.SS,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 April 2017, Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor  Urusan  Agama,  Kota  Tidore  Kepulauan  Sesuai  kutipan  Akta

Nikah Nomor : xxxx tanggal 10 April 2017. 

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal  di  rumah orang tua  Penggugat  di  Kelurahan Gurabati  selama

kurang lebih 1 bulan,  kemudian Penggugat  dan Tergugat  pindah dan

tinggal  dirumah  orang  tua  Tergugat  selama  kurang  1  tahun  5  bulan

setelah itu  Penggugat  dan Tergugat  sering tingal  bolak balik  Gurabati

Folarora selama kurang lebih 6 bulan, kemudian Pengugat dan Terugat

pisah yang higga kini sudah kurang lebih 2 tahun 2 Bulan;  

3. Selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup

rukun dan bergaul  sebagai  suami istri  dan dikaruniai  seorangan anak

laki-laki yang bernama laki-laki, umur 4 tahun, dan diasuh oeh Pengggat;

4. Bahwa  pada  awal  kehidupan  rumah  tangga,  Penggugat  dan

Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2018

antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran, yang penyebabnya yakni :    

4.1.  Tergugat  tidak  menghargai  lagi  Penggugat  sebagai

seorang Isteri;  

4.2.  Tergugat selalu mengikuti Kemauan keluarganya. 

4.3.  Selama  berumah  tangga,  Tergugat  jarang  memberikan

biaya hidup untuk penggugat dan Anak. 

4.4.  Tergugat  telah  melakukan  tindakan  KDRT  Terhadap

Penggugat hingga Penggugat pingsan;  

5. Sering  berbeda  pendapat  dalam  setiap  persoalan  dan

permasalahan apapun yang selalu berahir  dengan tidak adanya satu

solusi terbaik, hal ini menyebabkan tidak adalagi Keharmonisan dalam

Rumah Tangga 

    

6. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat pernah

mengancam memukul  dan  mengucapkan  kata  cerai  sealu  berulang-

ulang 

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

dengan  Tergugat  terjadi  pada  Bulan  Februari  Tahun  2019  sehingga
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Penggugat dan tergugat telah pisah Ranjang hingga sekarang dan yang

meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat; ;  

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga  Penggugat  dan 

Tergugat  sudah  tidak  dapat  dibina  dengan  baik  sehingga  tujuan

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karenanya agar masing-

masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka

perceraian  merupakan  alternatif  terakhir  bagi  Penggugat  untuk

menyelesaikan permasalahan  Penggugat dengan Tergugat; 

9. Bahwa dengan penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa

keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah

pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi. 

10. Bahwa Penggugat tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan

Tergugat tersebut dan ingin bercerai dengan Tergugat 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada Ketua  Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shugra  dari  Tergugat  terhadap

Penggugat  

3. Biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku 

  

SUBSIDER :

Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
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dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  dengan  cara

menasihati  Penggugat  agar  tetap  mempertahankan  rumah  tangganya  serta

hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi

tidak berhasil;

Bahwa  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di  persidangan,  maka

mediasi  atas  perkara  ini  tidak  dapat  dilaksanakan  olehnya  itu  pemeriksaan

perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan

membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya

tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh  karena  Tergugat  atau  kuasanya  yang  sah  tidak  pernah

hadir di  persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak

dapat didengarkan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi  Buku Kutipan Akta  Nikah Nomor xxxx tanggal 10

April 2017 yang dikeluarkan oleh  Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama,  Kota  Tidore  Kepulauan, bermeterai  cukup,  dinazegelen  Pos,

setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis

diberi tanda (Bukti P.1)

2. Bukti Saksi.

Saksi 1,   Umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu

rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

 Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Alwi

 Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 8 April 2017 di Tidore

 Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang

tua Tergugat di Kelurahan Folarora

 Penggugat dan Tergugat  sudah dikaruniai 1 orang  anak laki-laki

bernama Muhammad Rasya Alwi, umur 4 tahun
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 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak bulan Desember

2018

 Sebabnya  karena  Tergugat  tidak  menghargai  Penggugat  dan

jarang  memberikan  biaya  nafkah  dan  ketika  terjadi  pertengkaran

Tergugat sering memukul Penggugat

 Saya  melihat  sudah  berulang  kalii  Penggugat  dan  Tergugat

bertegkar

 Sekarang Penggugat  dan Tergugat  sudah pisah tempat  tinggal

sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang

 Penggugat  yang  keluar  dari  rumah  mertua  karena  diusir  oleh

Tergugat

 Kurang lebih 2 tahun sampai sekarang

Saksi 2, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tukang

Bentor,  tempat  tinggal  Kota  Tidore  Kepulauan,  di  bawah  sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

 Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Alwi

 Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 8 April 2017 di Tidore

 Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang

tua Tergugat di Kelurahan Folarora

 Penggugat dan Tergugat  sudah dikaruniai 1 orang  anak laki-laki

bernama Muhammad Rasya Alwi, umur 4 tahun

 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak bulan Desember

2018

 Sebabnya  karena  Tergugat  tidak  menghargai  Penggugat  dan

jarang  memberikan  biaya  nafkah  dan  ketika  terjadi  pertengkaran

Tergugat sering memukul Penggugat

 Saya  melihat  sudah  berulang  kalii  Penggugat  dan  Tergugat

bertegkar

 Sekarang Penggugat  dan Tergugat  sudah pisah tempat  tinggal

sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang
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 Penggugat  yang  keluar  dari  rumah  mertua  karena  diusir  oleh

Tergugat

 Kurang lebih 2 tahun sampai sekarang

Bahwa atas keterangan para saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima dan  membenarkan,  sedangkan  Tergugat  tidak  dapat  didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  Penggugat  dalam  kesimpulannya  menyatakan  tetap  pada

gugatannya  dan  tidak  akan  mengajukan  sesuatu  apapun  lagi  serta  mohon

putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa proses mediasi  sebagaimana yang diamanatkan

oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak

pernah hadir di persidangan; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak

Penggugat  agar  dapat  mengurungkan  niatnya  untuk  bercerai,  sebagaimana

dikehendaki  oleh Undang-Undang No.  50 Tahun 2009 jo.  Pasal  39 ayat  (1)

Undang-Undang No.  1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil,  Penggugat  tetap

pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak

ternyata  tidak  hadirnya tersebut  disebabkan oleh  suatu  halangan yang sah,

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa

hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  Penggugat  mengajukan  gugatan

cerai adalah sebagaimana gugatan Penggugat;
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Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian,  maka  Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-

alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian,

maka  yang  pertama  sekali  dipertimbangkan  adalah  apakah  Penggugat  dan

Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan bukti 2 (dua) orang

saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah  yang

merupakan  akta  autentik  dan  telah  bermeterai  cukup  dan  cocok  dengan

aslinya,  isi  bukti  tersebut  mengenai  hubungan  perkawinan  Penggugat  dan

Tergugat,  sehingga  bukti  tersebut  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang

sempurna  dan  mengikat  (volledig  en  bindende  bewijskracht)  sesuai  dengan

ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan

sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Pasal 172 ayat 1 R.Bg.

 Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  I  dan  saksi  II  Penggugat

mengenai dalil bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak dua tahun

yang lalu dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat adalah fakta yang

diketahui oleh saksi sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Penggugat,  oleh  karenanya  keterangan  saksi  tersebut  memenuhi  syarat

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat

bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Penggugat mengenai dalil

gugatan Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh

karenanya  keterangan  dua  orang  saksi  tersebut  memenuhi  Pasal  308  dan

Pasal 309 R.Bg;
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Menimbang,  bahwa berdasarkan  gugatan  Penggugat,  alat  bukti  surat

serta keterangan saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim telah menemukan

fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2017

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama dua tahun;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  kejadian  tersebut  dapat

disimpulkan fakta hukum adalah:

 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama dua tahun

tanpa ada komunikasi;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat

kuat (miitsaaqan ghaliizhan), yang mana ikatan tersebut harus dibangun atas

dasar  cinta  dan kasih  sayang,  saling  menerima satu  sama lain  serta  dapat

melengkapi  kekurangan  masing-masing  yang  terwujud  dalam  bentuk

pelaksanaan tugas dan kewajiban antar suami dan isteri dengan tetap saling

menghormati dan menghargai. Akan tetapi jika hal penting tersebut telah hilang

dalam kehidupan rumah tangga,  dimana suami istri  sering bertengkar tanpa

ada kedamaian dan telah hidup terpisah satu sama lain, maka kemaslahatan

dan kebahagiaan akan sulit terwujud. Justru sebaliknya, yang akan dirasakan

oleh dua pihak adalah tekanan dan jauh dari ketenteraman;

Menimbang,  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

bersama lagi atau berpisah tempat tinggal selama tiga bulan tanpa komunikasi

serta tanpa nafkah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Penggugat

dan Tergugat telah telah hidup berpisah sejak dua tahun lalu dimana Penggugat

yang pergi meninggalkan Tergugat dimana hal itu didahului oleh perselisihan

antara  Penggugat  dan  Tergugat,  hal  ini  merupakan  indikasi  kuat  adanya
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ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat

menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. (vide : Pasal 33

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum

Islam);

Menimbang,  bahwa kondisi  rumah tangga Penggugat  dan Tergugat

sebagaimana  tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  rumah

tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal  sesuai  Pasal  1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa

dengan  firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surah ar-Rum ayat 21: 

Artinya:   Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  di  antaramu  rasa
kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang,  bahwa  dengan  kondisi  rumah  tangga  yang  demikian

apabila  dipaksakan  untuk  diteruskan,  maka  akan  membawa  mafsadat  lebih

besar daripada maslahatnya dimana berdasarkan fakta di persidangan bahwa

Tergugat merasa tidak kuat lagi menjalani rumah tangga yang demikian, maka

pantaslah  masalah  ini  dicarikan  jalan  keluar,  hal  ini  perlu  dihindari  sesuai

dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

Artinya:  Menolak  kemafsadatan  lebih  didahulukan  daripada  menarik
kemaslahatan.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  kesimpulan  Penggugat  di  depan

persidangan,  yakni  Penggugat  berketetapan  hati  ingin  bercerai  dengan

Tergugat  dan  Penggugat  dalam  keadaan  sehat  jasmani  dan  rohani,  maka

dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum

Islam  sebagaimana  yang  termuat  dalam  kitab  Al  Iqna  Juz  II  halaman  133

sebagai berikut :
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Artinya  :  “Apabila  ketidak  senangan  seorang  istri  kepada  suaminya  telah
mencapai  puncaknya,  maka  pada  saat  itu  hakim  diperbolehkan
menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu

mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman

248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

Artinya :  “Maka apabila  telah  tetap  gugatan isteri  dihadapan hakim dengan
bukti  dari  pihak  isteri  atau  pengakuan  suami,  sedangkan  adanya
perihal yang menyakitkan  itu menyebabkan tidak adanya pergaulan
yang  pantas  antara  keduanya,  dan  Hakim  tidak  berhasil
mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya
dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa masalah dalam rumah tangga merupakan masalah

yang bersifat  privasi  dan sulit  untuk diketahui  dengan jelas oleh orang lain,

maka majelis berpendapat bahwa pertengkaran atau perselisihan dalam rumah

tangga itu terjadi tidak perlu harus diketahui secara gamblang oleh orang lain,

hanya  saja  perlu  dilihat  tanda-tanda  yang  mengindikasikan  bahwa  rumah

tangga tersebut telah retak dan yang paling penting menurut Majelis yang perlu

dinilai adalah apakah rumah tangga tersebut masih dapat dilanjutkan atau tidak

yang  tentunya  berdasarkan  fakta  dalam  persidangan  dan  hukum  yang

berkembang di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan

akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan

Penggugat  telah  secara  sah  dan  meyakinkan  memenuhi  cukup  alasan

perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-

Undang  Nomor  1  tahun  1974  jo.  Pasal  19  huruf  (b)  Peraturan  Pemerintah
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Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal

5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat

harus  dikabulkan  dengan  menjatuhkan  talak  satu  Bain  Shughra  Tergugat

terhadap Penggugat;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  tidak  datang  menghadap  dan  tidak

menyuruh  orang  lain  untuk  datang  menghadap  di  persidangan  sebagai

wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan

tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan

yang  sah  sehingga  ketidakhadiran  Tergugat  tersebut  mengakibatkan  tidak

dapatnya  didengar  keterangannya  atau  setidak-tidaknya  untuk  membantah

dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan

petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II 

halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis: 

Artinya :  ” Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim
dan gugur haknya ” ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

Artinya :  “Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan,
maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh
pula menetapkan hukum atasnya ” ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum

dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek );

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;
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MENGADILI:

1. Menyatakan  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk

menghadap dipersidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; 

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shugra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat); 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 420.000,00 ( empat ratus dua puluh ribu rupiah ) ; 

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Soasio pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan

tanggal  19  Dzulhijjah  1442   Hijriah  oleh  Hasanuddin,  S.Sy  sebagai  Ketua

Majelis,  Ahmad Zaki  Amin  Amrullah,  S.H.I dan  Choirul  Isnan,  S.H,  masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

dalam sidang  terbuka  untuk  umum oleh  Ketua  Majelis  beserta  para  Hakim

Anggota  tersebut,  dan  dibantu  oleh  Mursal  Ayub.  S.Ag sebagai  Panitera,

dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota 

AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH,

S.H.I

CHOIRUL ISNAN, S.H

Ketua Majelis,

HASANUDDIN, S.Sy

Panitera,

MURSAL AYUB. S.Ag

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :
-  Pendaftaran : Rp 30.000,00
-  Proses : Rp 50.000,00
-  Panggilan : Rp 300.000,00
-  PNBP : Rp 20.000,00
-  Redaksi : Rp 10.000,00
-  Meterai : Rp              10  .000,00  
J u m l a h : Rp 420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13


